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KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 18 

AKUNTANSI BEBAN 

 

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah 

paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf 

penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual 

kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. 

 

PENDAHULUAN 

Tujuan 

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi ini adalah untuk mengatur perlakuan 

akuntansi untuk beban dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus 

disajikan dalam laporan keuangan dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas 

sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan-undangan. 

2. Perlakuan akuntansi beban mencakup definisi, pengakuan, 

pengukuran, dan pengungkapan beban. 

 

Ruang Lingkup 

3. Kebijakan Akuntansi ini harus diterapkan dalam akuntansi beban 

Pemerintah Daerah dalam laporan keuangan untuk tujuan umum. 

4. Kebijakan Akuntansi ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan 

pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan, tidak termasuk 

perusahaan daerah. 

 

DEFINISI 

5. Berikut adalah  istilah-istilah  yang  digunakan  dalam Kebijakan 

Akuntansi dengan pengertian: 

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode 

pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau 

konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. 

Beban dalam mata uang asing adalah mata uang selain mata uang Rupiah 

dimana mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah dengan kurs 

tengah Bank Indonesia pada saat terjadi transaksi 

Beban Hibah adalah beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa 

kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan 

organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. 

Beban dalam mata uang asing adalah mata uang selain mata uang Rupiah 

dimana mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah dengan kurs 

tengah Bank Indonesia pada saat terjadi transaksi 
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Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap 

yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang 

bersangkutan. 

Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban 

untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas 

pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. 

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna 

barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan 

menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. 

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau 

lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan 

peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. 

 

KLASIFIKASI BEBAN 

6. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi dan 

klasifikasi organisasi. 

7. Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis 

beban. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, 

beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, 

beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga. 

8. Klasifikasi organisasi adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi 

pengguna anggaran. Untuk pemerintah daerah, sekretariat DPRD, sekretariat 

daerah, dinas pemerintah tingkat dan lembaga teknis daerah  

 

PENGAKUAN 

9. Beban diakui pada saat: 

(a) timbulnya kewajiban; 

(b) terjadinya konsumsi aset; 

(c) terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. 

10. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari 

pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. 

Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar 

pemerintah daerah. Pengakuan atas beban pajak kendaraan bermotor untuk 

kendaraan dinas operasional dilakukan pada saat terbitnya surat ketetapan pajak 

kendaraan bermotor dimaksud. 

11. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat 

pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban 

dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah. 
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12. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada 

saat penurunan nilai asset sehubungan dengan penggunaan aset 

bersangkutan/berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi 

jasa adalah penyusutan atau amortisasi. 

13. Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu 

pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan 

umum. 

14. Penyusutan/amortisasi dapat  dilakukan dengan Metode garis lurus 

(straight line method); 

15.  Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau 

kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu 

entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. 

16. Beban NonKapitasi pada Puskesmas, dimana beban diakui pada 

saat Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) 

disahkan. 

17. Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang 

terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada 

periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas 

beban dibukukan dalam pe ndapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan 

penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas. 

18.  Dalam rangka pencatatan atas pengakuan beban digunakan dua 

pendekatan. 

19.  Metode pendekatan Beban. Dimana setiap pembelian barang dan jasa 

akan diakui/dicatat sebagai beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud 

untuk digunakan atau dikonsumsi segera mungkin. Pendekatan ini seperti Beban 

Alat Tulis Kantor yang akan digunakan dalam kegiatan, beban makan dan minum 

dan beban pemeliharaan yang langsung digunakan. 

20.  Metode pendekatan Aset. Dimana setiap pembelian barang dan jasa 

akan diakui/dicatat sebagai persediaan jika pembelian barang dan jasa itu 

dimaksud untuk digunakan dalam satu periode anggaran atau untuk sifatnya 

berjaga jaga. Pendekatan ini seperti pembelian alat tulis kantor pada sekretariat dan 

barang cetakan seperti Blangko Perizinan, Kartu keluarga, Kartu Tanda Penduduk, 

Akta Kelahiran, Karcis Pendapatan Asli Daerah, Surat Ketetapan Pajak 

Daerah/Retribusi Daerah, Surat Setor Pajak Daerah, Surat Tanda Setoran, Surat 

Pemberitahuan Pajak Tahunan, Surat Pemberitahuan Objek Pajak, Lembaran Surat 

Pemberitahuan Objek Pajak, serta pembelian obat obatan dan alat kesehatan pada 

RSUD, Dinas Kesehatan, dan Puskesmas, Badan keluarga Berencana, 

Tanah/bangunan/barang lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada 

masyarakat, Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada 

masyarakat 
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PENGUKURAN 

21. Beban diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan.  

22. Untuk perhitungan beban yang berkaitan dengan utang yang telah jatuh 

tempo diukur berdasarkan tanggal jatuh tempo tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 

bulan berkenaan menjadi beban bulan berkenaan dan bila jatuh tempo tanggal 15 

sampai dengan tanggal 30 diperhitungkan menjadi beban bulan berikutnya 

misalnya pembayaran pajak kendaraan bermotor untuk kendaraan dinas 

operasional. 

 

PENGUNGKAPAN 

23. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan 

terkait dengan beban adalah: 

(a) Rincian beban per SKPD. 

(b) Penjelasan atas unsur-unsur beban yang disajikan dalam laporan keuangan 

lembar muka. 

(c) Informasi lainnya yang dianggap perlu. 

 

TANGGAL EFEKTIF 

24. Kebijakan Akuntansi ini berlaku efektif secara bertahap untuk 

laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran 

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar mulai tahun Anggaran 2022. 

         

         

 

                


